
SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANC

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
B.A.GI PEG.A,WAI NEGERI DI LINGKUNG,q.N KEDIAMAN GUBERNUR TAHUN 2022

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

ivienirnbang

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di irian Barat (Iembaran Negara Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan kmbaran Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2027 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun'2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 143, Tamhahan I-embaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norror 5587), sebagainuna telah diubah beberapakali teral,rhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keda (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan' kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Undang-Undartg....... / 2
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a. bahwa guna kelancaleur pele <sanaan tugas pengarnanan
Gubernur, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas di
maksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;



Memperhatikan
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undirng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Lertang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Perubahan Nama
Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (trmbaran Negara
Tahun 1973 Nomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai,
Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II
Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3648);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pela-lisanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
1s7);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Surat Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Nomor :

8OO/72/SET Perihal : Permohonan Pembuatan SK tanggal 16
Desember 2022;

MEMUTUSKAN :......./3



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIIVIA
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MEMTJTUSKAN:

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke{a
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkunga.n Kantor dan Kediaman
Gubemur Papua Tengah.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikan kepada :

a. IPDA Melki Nelis Gi-v-ai

b. IPDA Hendrik Rumpumbo, SH
c. IPDA Bogi Transtanto
d. AIPDAYan Pigay
e. BRIPKA JlTon Arief Numberi
f. BRIPKA Amstrong M Rumpumbo
g. BRIPTU Bengky Stive Womsiwor

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU diberikan sebesar Rp.5.000.00O,- (lima juta rupiah)
setiap bulan berdasarkan ketentuan ,yang berlaku.

Segala bia_va yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022

Kepu{.usam ini rrrulai berlaku pada tanggal ditetapkan darr
mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Desember 2O22.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

$. Gubernur Papua Tengah,
ttd

RIBKA HALUK

asli a
K

, SH., M.Si
1996101 001

Sati sesuai d
Plt. PALA BI

MENASE
NIP. I

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Prpvinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepa.la BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.
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